Menimbang

BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang —
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Kepala
Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen - dokumen pendukungnya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Waktu yang ditenrkan oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;



Mengingat

bahwa Peraturan Daerzh tentang Anggzran Pendzpslan dan Belanja Daerzh vang diajukan

5 = Al C N =
sebagaimana dimaksud dzlam huruf 2z, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja

Pendapatan dan Belanja Daerash serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
serzh dengzn Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Kabupaten Sumba Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangzn sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3312), scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1667 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoensia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);'L
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indpnesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

“a
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15.

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
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.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tzhun 2005 tentang

i1s)

Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintzh Nomor 55 Tahun 2005 tentzang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz
Nomeor 4373);

Pe

raturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerzh

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambzhan Lembaran Negarz
epublik Indonesia Nomor 43576);

o=

-

1donesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor
4377);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik

=

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuzngan Dzerzh (Lembaran
Negaraz Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambzhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4378);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
am

= )

ar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintzh Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintzh (Lembzaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

L. Peraturan Pemerintzh Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintzhan Antara

Pemerintah, Pemerintzhan Daerah Provinsi

dan Pemerintzhan Daerah Kabupaten/Kota
{(Lembaran Negara Republik In

onesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737)

A




N
X

)
QO

. Ju " > alis “re D >y
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah

(Lembarsn Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Pepublik Indonesia Nomor 4590);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negar

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5257);

.Persturan Pemerintsh Nomor 12 Tahun 2017  tentang Pembinaan dan  Pengawasan

Penyelengparazn Pemerintshan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Dazerah, sebagsimans telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 Tzhun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuzn Sosizl yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana
telzh diubzsh beberapaz kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentzng Perubzhan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentzng Pedomazn Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendzpatzn dan Belanja Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan

Keuangzn Daerzh serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 825)
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33.
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36.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Sumba
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 111), scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2006 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Sumba Timur Nomor 138);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Dacrah Kabupaten Sumba
Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Sumba Timur Nomor
161);

.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 181);

.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 209, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 198); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Dacrah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Timur Nomor HA85);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Dacrah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 199);
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40.

41.

42.

43.

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur
r Tahun 2011 Nomor 215, Tambahan

Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timu
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 406), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perub.ahar'l Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 546);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2011 Nomor 216, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 407);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perjinan
Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2011 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 408);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 483);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Timur Nomor 718);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pertangggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018 Nomor 20,Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 742);

Peraturan Caerah Kabupaten Sumba Timur Ncmor 6 Tahun 2017 tentang Hak Kcuangan dan
administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Timur) Tahun 2017 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Timur Nomor 696);




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR

dan

BUPATI SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
Bupati adalah Bupati Sumba Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumba Timur.

2,
3.
4.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yarg selanjutnya disingkat APBD adalzh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur.i




BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara
1. PENDAPATAN DAERAH

2. BELANJA DAERAH

n 2019 dengan rincian sebagai berikut :
Rp 1.251.302.682.373,00
Rp 1.304.944.288.304,95

Surplus / (Defisit) Rp ( 53.641.605.931,95)
3. PEMBIAYAAN
a. Penerimaan Rp 53.641.605.931,95
b. Pengeluaran Rp 0.00
Pembiayaan Neto Rp 53.641.605.931,95
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00
Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 97.844.477.940,00

Rp 971.041.107.000,00

Rp 182.417.097.433,00
(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

b. Dana Perimbangan

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

a. Pajak Daerah Rp 27.773.550.000,00
b. Retribusi Daerah Rp 5.652.373.700,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 12.000.000.000,0

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp 52.418.554.240,0((])\/



(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rp 12.903.435.000,00
b. Dana Alokasi Umum Rp 656.773.858.000,00
c. Dana Alokasi Khusus Rp 301.363.814.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah Rp 35.710.000.000,00
b. Dana Darurat Rp 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintahan Daerah lainnya Rp 20.798.248.433,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 125.908.849.000,00
Pasal 4
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung Rp 614.839.815.115,95
b. Belanja Langsung Rp 690.104.473.189,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai Rp 399.111.376.581,95
b. Belanja Hibah Rp 3.177.400.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial RP 2.520.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa Rp 3.342.592.370,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan desa Rp 201.134.357.500,00
f. Belanja Tidak Terduga Rp 5.554.088.664,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai Rp 83.533.613.016,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp 291.037.127.330,00

c. Belanja Modal Rp 315.533.732.843,00




' . Pasal 5
Kriteria penggeunaan Belanya Tidak Terduga

a. Kegiatan vang sifatnya tdak biasa atau tidak diharapkan berulang seperu p(-nunv,gulunp,un

. . . « 4 > L ¢ A-’
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, rmasuk pengembalian

atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup

L. Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagmmana dimaksud pada ayal (1) yaitu untuk tanggap

sriaale arai -merintah
darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas [)(ll\tl(lllﬂ‘i‘"""l‘ pemerinits

demi teraiptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masvarakat di dacrah

nge . a vi . iup
Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya vang telah ditutug

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukt bukti vang sah

Pasal 6

L Y
Pembiavaan Dacrah sebagatmana dimaksud dalam Pasal 2

angka 3 terdin dan
a. Penenmaan

Rp 53.641.605.931,95
Rp 0,00

b. Penpeluaran

Penenmaan sebagamana dimaksud pada avat (1) huruf a terdin dan jems prlnl)l.n\.n.ln

A, Sisa Letih Perhitunean Anggaran Tahun Anggaran scebhelumnya

Rp 53.566.605.931,95
L. Pencarran Dana Cadangan Rp 0,00
¢. Hasil Penjualan Kekayvaan Dacrah vang dipisahkan Rp 0,00
d. Penenimaan Pimjaman Dacrah Rp 0,00
¢. Penenmaan Kembah Pembernan Pingaman Rp 75.000.000,00
{. Penernmaan Pnatang Dacrah Rp 0,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada

avat (1) hurat b terdin dan jenis pembiavaan
4. Pembentuken Dana Cadangan

Rp 0,00
b. Penvertaan Modal Rp 0,00
¢ Pembavaran Pokok Utang Rp 0,00
d. Pembenan Pinjaman Dacrah

Rp O‘OOL




N | ' Pasal 7
Uraian lebih lanjut terkait

dimaksud dal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Sumba Timur sebagaimana
aksud dalar & ol ' ] '
alam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran

tidak ter}?lsuhkan dari Peraturan Dacrah ini yang terdiri dari :
1. Lampiran . Ringkasan APBD;

X1 yang merupakan bagian yang

2. Lampir i —
piran II. Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Dacrah da

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan D
Pembiayaan;

n Organisasi SKPD;
= Sempiran acrah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
4. Lampiran 1V.

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan |
Lampiran V.

Yacrah, Organisasi SKPD Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Kesclarasan dan Keterpadu

Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,

¢

an Urusan Pemerintahan Daerah dan

6. Lampiran VI. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan,

7. Lampiran VII. Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Q.

Lampiran IX. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asct Tetap Dacrah;
10.Lampiran X. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asct Lainnya;
11.Lampiran XI. Daftar Kegiatan-kegiatan  tahun anggaran sebelumnya yang
kembali dalam tahun anggaran ini,

12 Lampiran XII. Daftar Dana Cadangan Dacrah;

13.Lampiran XII1. Daftar Pinjaman Dacrah

belum  diselesaikan dan dianggarkan

Pasal 8

Ketentuan Lebih Lanjut tentang pengelolaan keuangan dacerah, maka Bupati perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatar

dan Belanja Dacrah Kabupaten Sumba Timur sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019




BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 2! TEsember 20

BUPATI SUMBA TIMUR,

GIDION MBILIJORA
Diundangkan di Waingapu
pada tanggal

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

DOMU WARANDOY
LLEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 3/.
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR..05




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah, memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat serta
meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan scrta untuk
menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sangat perlu pengelolaan keuangan yang baik dan benar sehingga dipandang
perlu membentuk Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur

Tahun Anggaran 2019 yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal S

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
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